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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah
untuk pembiayaan pembangunan, perlu digali sumber-sumber
pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang salah satunya
adalah pajak penerangan jalan;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
pungutan pajak penerangan jalan ditetapkan menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dengan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan,

Undang-Undang Republik lndonesia Nonror 17 Tahun 1997

tentang Badan Penyelesaran Sengketa Pajak (Lenrbaga Negara
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3684):

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik lndonesia -l-ahun 1997 Nomor 42 Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 36BC);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003

tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan {Lembarap Negara
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Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor ZZ, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265).

Undang-Undang Republik lndonesia
tentang Pembentukan Peraturan
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 10 tahun 2004
Perundang-undangan

Tahun 2004 Nomor 53,
lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun ZOO4
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4B4a);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesra
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik
lndonesia Nomor 4438)',

Undang-Undang Republik lndonesra Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Republik lndonesia Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1993 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983
Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor S2,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4737).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun '1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2AOZ
tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor I Tahun 2A10 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2010 Nomor 09) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 200
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 55) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
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dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
JALAN.

PAJAK PENERANGAN



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan.
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan;
4. Dewan Perurakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Balangan,
7, Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan;
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
L Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas terlentu di bidang perpalakan daerah

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10" Perusahaan listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan

Listrik Negara (Persero);
11. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan

Daerah atas penggunaan listrik dalam wilayah/daerah;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disrngkat SPTPD adalah

surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan

pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

13. Surat Keteiapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya iumlah pajak yang terutang'

14, Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang Kurang Bayar yang selanlutnya disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah palak

yang terutang; jumlah kredit pajak, jumlah kekurngan pembayaran pokok pa]ak,

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan:

'16.'Surat Ketetapan Pajak Darah Lebrh Bayar, yang selanjutnya disingkat, SKPDLB.

adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran palak

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah

Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit paiak:

18. Surit Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat

untuk meiakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan

atau denda.



BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga

listrik, baik yang dihasilkan sendirl maupun diperoleh dari sumber lain;

(2) Obyek Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

seluruh pembangkit listrik.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah:
(a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

ini penggunaan tenaga listrik pada iempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,

konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik;
(c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas teftentu

yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

(d) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat

Pasal 4

(1)Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik;
(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan tenaga listrik;
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan

Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

BAB IlI
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;

iZi f.f ifri Jual TLnaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan'

a. dalam hal t6naga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai

Jual Tenaga iirtrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah

dengan biJya pemakaran KWH/variabel yang ditagihkan dalam rekening

listrik;
b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung

berdasarkan kJpasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik' jangka waktu

pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah yang

bersangkutan.

ibadah.


